BUPATI SIAK 

PROVINSI RIAU 

PERATURAN BUPATI SIAK 
NOMOR £0 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA PULUH SATU ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 99 
TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI SIAK, 

Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan pasal 15 Peraturan Gubernur Riau 
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Bantuan Keuangan 
Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
dan belanja daerah Provinsi Riau, perlu dilakukan Perubahan Atas 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Siak Tahun Anggaran 2017 pada Rumah Sakit Umum Daerah 
Kabupaten Siak Nomor DPA-SKPD 1.02.1.02.02.26.01.5.2 pada Jenis 
Belanja Langsung; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Kedua Puluh Satu Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 99 Tahun 2016 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan 
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, 
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 


5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 874); 

13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Provinsi 
Riau; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 25 Seri A); 

15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak 
Tahun 2016 Nomor 8); 



16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2016 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun 
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 
Nomor 13 SeriA); 

17. Peraturan Bupati Siak Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 
Nomor 19); 

18. Peraturan Bupati Siak Nomor 99 Tahun 2016 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun 
Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 
99); 


MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PULUH SATU 

ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 99 TAHUN 2016 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2017. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Siak. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat 
daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 


BAB II 

PERUBAHAN ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2017 


Pasal 2 

Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak 
Tahun Anggaran 2017 berada pada Jenis Belanja Langsung Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah 



Kabupaten Siak Nomor DPA-SKPD 1.02.1.02.02.26.01.5.2 sebagaimana tercantum 
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 


BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 


Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak. 


i 


Ditetapkan di£iak Sri Indrapura 
pada tanggal j \ \\ AtyJttuS 2017 

BUPATI SIAK,K 


Diundangkan di Siak Sri Indrapura 
pada tanggal tv 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK ^ 



Drs. H, 



HAMZAH 


ima Madya 
£00125 198903 1 004 


Pembii 
NIP. V 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR £0 



Lampiran I t Peraturan Bupati Siak 

Nomor : <?A Tahun 2017 
Tanggal: U 2017 


PEMERINTAH KABUPATEN SIAK 
RINGKASAN PERUBAHAN/PERGESERAN PENJABARAN APBD 
TAHUN ANGGARAN 2017 


KODE 

REKENING 

URAIAN 

SEBELUM 

PERGESERAN / PERUBAJ 
AH 

SETELAH 

I PERGESERAN /PERUBAJ 
AN 

BERTAMBAH / 
(BERKURANG) 

KETERANGAN 

4 

PENDAPATAN DAERAH 

1.711.491.136.636,OC 

1.7X3.045.136.636,00 

1.564.000.000,00 


4.1 

Pendapatan A*li Daerah 

199.247.636,989,00 

199.247.636.989,00 

0,00 


4.1.1 

Hasil Pajak Daerah 

107.245.000.000,0C 

107.245,000.000,00 

0,00 


4.1.1.01 

Pajak Hotel 

800.000.000,00 

800.000.000 T 00 

0.00 


4.1.1.01.05 

Hotel Bintang Dua 

250.000.000.00 

250.000.000,00 

0,00 


4,1.1.01.07 

Hotel Melati Tiga 

500.000,000,00 

500 000.000,00 

0,00 


4.1.1.01.12 

Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggrahan / Hostel /Rumah Kos 

50.000.000,00 

50.000.000,00 

0,00 


4.1.1.02 

Pajak Restoran 

4.000.000.000,00 

4.000.000.000,00 

6,00 


4.1.1.02.01 

Restoran 

4.000.000.000,00 

4.000.000.000,06 

0,60 


4.1.1.03 

Pajak Hiburan 

65.000.000.00 

65.000.000.00 

6,00 


4.1.1.03.09 

Sirkus/akrobat / sulap 

65.000.000,00 

65.000.000,00 

0,00 


4.1.1.04 

Pajak Reklame 

450.000.000,00 

450.000.000,00 

0,06 


4.1.1.04.01 

Reklame Papan/Bill Board/videotron/ megatron 

450.000.000,00 

450.000.000,00 

0,00 


4.1,1.05 

Pajak Penerangan Jalan 

51.500.000.000,00 

S1.500.000,000,00 

0,00 


4.1.1.05.01 

Pajak Penerangan Jalan PLN 

16.500.000.000.00 

16.500.000.000.00 

0,00 


4.1.1.05.02 

Pajak Penerangan Jalan Non PLN 

35.000.000.000,00 

35.000.000000,00 

0,00 


4.1,1.07 

Pajak Air Tanah 

32.000.000.000,00 

32.000.000.000,00 

0,00 


4.1.1.07.01 

Pajak Air Tanah 

32.000.000.000,00 

32.000.000.000,00 

0,00 


4,1.1.08 

Pajak Sarang Burung Walet 

130,000.000,00 

130.000.000,00 

0.00 


4.1.1.08.01 

Pajak Sarang Burung Walet 

130.000.000,00 

130.000.000,00 

0,00 


4.1.1,10 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

300.000.000,00 

300.000.000,00 

0 00 


4.1.1.10.06 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

300.000.000,00 

300.000.000,00 

0,00 


4.1.1.11 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

3.000.000.000,00 

3.000.000.000,00 

0,00 


4.1.1.11.01 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

3.000,000.000,00 

3.000.000.000,00 

0,00 


4.1.1,12 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

15.000.000.000.00 

15.000.000.000,00 

6,00 


4.1.1.12.1 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

15.000.000.000.00 

15.000.000.000,00 

0,60 


4.1.2 

Hasil Retribusi Daerah 

16.952.600.000,00 

16952.600.000.00 

0,06 


j 4.1.2.01 

Retribusi Jasa Umum 

1.721.500.000,00 

1.721.500.000,00 

0,00 


P 4.1.2.01.01 

Retribusi Pelayanan Kesehatan 

273.000.000,00 

273.000.000,00 

0~00 


4.1.2.01.02 

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

342.300.000,00' 

342.300.000,00 

0~00 


4.1.2.01,05 

Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum 

315.000.000,00 

315.000.000,00 

0,00 


4.1.2.01,06 

Retribusi Pelayanan Pasar 

316.200.000,00 

316.200.000,00 

0,00 


4.1.2.01.07 

Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor 

375.000.000,00 

375.000.000,00 

600 


4.1.2.01.08 

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

100.000.000,00 

100,000.000,00 

0,00 


4.1.2.02 

Retribusi Jasa Usaha 

7.830.600.000.00 

7.830.600.000,00 

0.00 


4.1.2.02.01 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

200.000.000,00 

200.000.000,00 

0,00 


4.1.2.02.02 

Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan 

165.600.000,00 

165.600.000,00 

0,00 


4.1.2.02,04 

Retribusi Terminal 

40.000.000,00 

40.000,000,00 

0,00 


4.1.2.02.08 

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 

150.000.000,00 

150.000.000,00 

0,00 


4,1.2,02.10 

Retnbusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 

175.000.000,00 

175.000.000,00 

0,00 


4.1,2.02.13 

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 

7.100.000.000,00 

7.100.000.000,00 

0,00 


4.1.2.03 

Retnbusi Perizinan tertentu 

7.400.500.000,00 

7,400.500 000,00 

0 00 


4.1.2.03.01 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

2.000.000.000,00 

2.000.000.000,00 

0,00 


4.1,2.03.03 

Retribusi Izin Ganguan/Keramaian 

3.200.000.000,00 

3.200,000.000,00 

oloo 


4.1.2.03,04 

Retribusi Izin Trayek 

500.000,00 

500.000,00 

0,00 


4. i. 2.03.10 

Retribusi Tenaga Kerja Asing 

2.200.000.000,00 

2.200.000.000,00 

0,00 


4.1.3 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

34.300.000.000,00 

34.300.000.000,00 

0,00 


4.1.3.01 

Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik 
Daerah/BUMD 

34.300.000,000,00 

34.300.000.000,00 

0,00 


4.1.3,01.02 

BUMD 

34.300.000.000.00 

34.300.000.000,00 

0,00 


4.1.4 

| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

40.750.036.989,00' 

40.750.036,989,00 

0.00 


4.1.4.01 

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 

771.000.000,00 

771.000.000.00 

0,00 


4.1.4.01.16 

Penjualan hasil peternakan 

3 l.OOO.000,00 

31,000.000.00 

0,00 


4.1.4.01.19 

Penjuaiaan Hasil Bersih Lelang Aset Daerah 

740.000.000,00 

740.000.000,00 

0,00 



Penerimaan Jasa Giro 

6.000.000.000,00 

6,000.000 000,00 

0,00 



Jasa Giro Kas Daerah 

IBM— ■!*.*. 

6.000 000.000.00 

0,00 


^4.1.4.10 

Pendapatan dari Pengembalian 



0,00 


■ 4.1.4.10.07 

Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran lainnya 



0,00 



Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan 

15.000.000,00 


0,00 


lEKESEEUHi 

Bunga Pengembalian Angsuran Pinjaman Kredit PEK 


15.000.000,00 

0,00 


4.1.4.16 

Pendapatan BLUD 


18.789.000.000,00 

0,00 


4.1.4,16.01 

Pendapatan BLUD 

18.789,000.000,00 

18.789.000.000,00' 

0,00 


4.1.4.17 

Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP) 

11.175.036.989,00 

11,175.036.989,00 

0,00 


4.1.4.17.01 

Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

BBBj^^B^WTWTTTTTyTTm 1 


0,00 


4.2 

Dan* Perimbangan 

I H .1 g ILH-tl f.TtiTi 1 

■M^TiB.iriTTrrTT^ 

0,00 



Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 



0,00 





450.700.959'980,00 1 

0,00 


EmuEHi 

Bagi Hasil dan Pajak Bumi dan Bangunan 

——i'l-A 11 

MM1M1H J-HErTTT.M 1 

0,00 


4.2.1.01.03 

Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib 
pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 

42.544.138.000,00 

42.544.138.000,00 

0,00 



Bagi Hasil Bukan Pajak/Surabcr Daya Alam 

372.889.334.000,00 

372,889.334.000,00 

0,00 


tWWWwnymM 

Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 

7.802.713.000,00 

7.802.713,000,00 

0,00 



Bagi Hasil dan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) 


860.772.000,00 

0,00 


CE3ETTM 


Mil RL'^1 l'Zl'HYi??! 1 

1,493.124.000,00 

0,00 



Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi T 


.. . 

0,00 




1 \i ra*ii 


0,00 


|4.2.2 | 

Dana Alokasi Umum 

^—n ii n m i ii ih 


0,00 



Dana Alokasi Umum 

267.059.690.000,00 

267.059.690.000,00 

0,00 



Dana Alokasi Umum 

267.059.690.000.00 

267.059.690.000,00 

0,00 


— u 

Dana Alokasi Khusus 

MIMU R H HIII 1 

180.864.242,000,00 

0,06 


li n ||[ 

Dana alokasi khusus 


180.864.242:000,00 

0,00 


E 

Dana alokasi khusus fisik 



0,00 



Dana alokasi khusus non fisik 


1^— M-JWiMb Z CTiMl | 

0.00 



*tin-lmin Pendapatan Daerah yang Sah 






Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 


^^■t.Wfr.T.TTTarromn 






MIH^M-k* W:f 1 

0,00 


4,3.3.01.01 

3agi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 



0,00 


4.3.3.01.03 

3agi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

11.461.067.546,00 I 

11.461.067.546,00 t 

6,oo 


4.3.3.01.05 

Jagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

< II II II II 

BBBBBI^^fFnr > i<yJt , ?:v^^L , kriiB 

0,00' 




. . i m ii 

mmmEEzmzmzt 

0.06 


□EEGUEME! 

lagi Hasil dari Pajak Rokok T 



6,00 



u- ■ 1 1. w+«i n*i* i:_i t. ■ f i 



0,00 




105.434.922.000,00 1 

105.434.922.000,00 1 

0.00 



1 












































































































































KODE 

REKENING 






Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 

Bantuan Keuangan dari Provinsi _ 

4.3.5.01.01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 

JUMLAH PENDAPAT AJI DAERAH 


BELANJA DAERAH 


BELANJA TIDAK LANGSUNG 


Belanja Pegawai 


39.885.721.000,00 




39,885.721.000,00 






41.439.721.000,00 


41.439.721.000,00 




1.554.000.000,00 


| jgjjg 




ESSEHDHBEEE 


Khusus 


Pembulatan Gaj 


iuran Asuransi Kesehatan 


Uang Paket _ 

Badan Musyawarah 


Tuniancan Komisi 


Tunjangan Badan Kehormatan 


5,1.1.01.15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 
S. 1.1.01.16 Tuntangan Perumahan 


5.1.1.01.18 Uang Jasa Pengabdian _ 

5.1.1.01.19 Tuniancan Daerah Terpencil 


Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja 


llTHVf! ITffl 


lEBDEIE^HCBSSSi 


S 


5.1.1.02.02 
5.1.1.02.03 


5.1.1.02.05 
5.1.1.02.06 


Belanja Penun 


Profesi Guru PN3D 


Tambahan Penghasilan Guru PNSD 


Khusus Guru 


Tambahan Penghasilan PNS _ 

Tambahan penghasilan berdasarkan beban ke 


Tambahan 


Tambahan 






IgKEIEM 


Tambahan pen 


Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainn 


Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta 
KDH/WKDH 


komunikasi intensif Pimpinan dan 


Belania Penunjang Operasional KDH/WKDH 


Insentif Pemungutan Pajak Daerah 


Insentif Pemungutan Paiak Daerah 


Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 


Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 


Belania Subsidi 


Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lem 


Belanja Subsidi kepada Lembaga 


Belania Hibah 


Belanja Hibah kepada Pemerintah 


Belanja Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum 


Belanja Hibah Ke 


Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kepemudaan, Budaya, Kesenian 

dan Olahraga _ 

Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesehatan 


arakatan Bidang Ekonomi dan Sosial 


Belanja Bantuan Sosial 


Individu dan/atau Kelu 


1 


Belania Bantuan Sosial Ke 


76.462.000,00 

31.972.500,00 






76.482.000,00 

31.972.500,00 


—S3 I 


nmzBmsmt 


22.151.040.000,00 

2.412.000.000,00 


31 


3.624.000.000,00 

3.024.000.000,00 






4.900,000,000,00 




4.665.300.000,00 


5.1.5.02 

5.1.5.02.01 


I W 


llTWW 


Masyarakat _ 

Masyarakat 


non Pemerintah 


Sosial Ke 
Sosial Ke 


Belanja Bantuan Sosial Ke 


Belanja Bantuan Sosial Kepada Lem 


Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan 
Desa 


Hasil Pajak Daerah Ke 


1 . 200 . 000 . 000,00 


MSEsSSSSSSSSI I 

W 


1 . 000 . 000 . 000,00 


1.200.000.000,00 


5.1.7.03.01 I Belanja Bantuan Keuan 

5. i.7.05 [Belanja Bantuan Keuan 


Belanja Bantuan Keuangan Kepada PAN 


da Desa _ 

Partai Politik 


Belania Bantuan Keuan 


5.1.7.05.06 I Belanja Bantuan Keuan gan Ke 

5.1.7.05.07 I Belania Bantuan Keuan 


Belanja Bantuan Ke u 



Belanja Bantuan Keuangan Ke 


Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Hanura _ 

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Nasional Demokrat (NaaDem) 

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Keadilan dan Persatuan 
Indonesia (PKPI) 

Beli 

Belania Tidak Terdu 


Belanja Tidak Terduga i 


HSMsnm ii 


34.419.790,00 


1.000.000.000,00 
1.000 000.000,00 


1 . 000 . 000 . 000,00 


IgUSHEEM 



^"11" INI" «UI 


——ll-irsftirwKikl 


II— ff l"HI H T7T f "1l 

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 

f 7.128.425.000,00| 

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 



1.035.040.021,00 

126.764.393,00 


34.419.790,00 


mssmmmn 

WBSEEsam ii 

WmEMmi 

W EBzmm i 








































































































































































































































































































































































































































































































































KODE 

REKENING 

5.3.1.01.03 
5.2.1.01.04 


5.2.1.02 

5.2.1.02.01 


5.2.1.03.01 

5.2.1.05 


5.2.2.01 

5.2.2.01.01 

5.2.2.01.02 

5.2.2.0103 

5.2.2.01.04 

5.2.2.01 05 

5.2.2.01.06 

5.2.2.01.07 

5.2.2.01.08 

5.2.2.01.09 

5.2.2-01.10 

5.2.2.01.11 


5.2.2.01.15 

5.2.2.01.16 

5,2.2.01,19 

5.2.2.01.20 

5.2.2.01.21 

5.2.2.02 

5.2-2.02.01 

5.2.2.02.02 

5.3.2.02.04 

5.2.2.02.05 

5.2.2.02.06 

5.2.2.02.07 

5.2.2.02.08 

5.2.2,02.09 

5 2.2.02.10 

5.2.2.02.12 

5.2.2.02.13 

5.2.2.02.15 

5.2.2.02.17 

5,2.2.02.19 

5.2.2 02.20 

5.2.2.02.22 

5.2.2.02.25 

5.2.2.03 

5.2.2.03.01 

5.2.2,03.02 

5.2.2.03.03 

5.2.2.03.05 

5.2.2.03.06 

5.2.2.03.07 


5.2.2.03.12 
5.2.2.03.13 


5-2.2.03.15 

5.2.2.03.17 


5.2.2.03.21 

5.2.2.03.22 


S.2.2.03.29 
5.2.2.03.30 
5.2.3-03.32 


5.2,2.04 
5.2.2.04.01 
5.2.2,04.02 

5.2.2- 04.03 

5.2- 2,04.04 
5.2.2.04.05 
5.2.2,05 
5.2.2.05.01 
5.2.2.05.02 
5.2,2.05,03 
5.2.2.05.04 


Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan _ 

_ Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PFTK) _ 

_ Honorarium Tim Peneliti Pelaksana Kontrak _ 

_ Honorarium Staf PFTK _ 

Honorarium Non PNS _ 

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap _ 

_ Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/ Asisten _ 

_ Uang Lembur _ 

^ Uang Lembur PNS __ 

_ Belanja Pegawai B LU D Rumah Sakit _ 

_ Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit _ 

Belanja Barang dan Jasa __ 

^ Belanja Bahan Pakal Habis _ 

Belanja 

_ Belanja dokumen/administrasi tender __ 

_ Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar battery kering 
Belanja perangko roaterai dan benda pos lainnya 

_ Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih _ 

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 

Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran _ 

Belanja pengisian tabung gas _ 

Belanja bahan habis pakai material kesehatan _ 

_ Belanja bahan habis pakai material laboratorium _ 

_ Belanja bahan habis pakai material besi _ 

_ Belanja bahan habis pakai material tenun dan jahit _ 

Belanja bahan kelengkapan teknisi Las dan Bor 


_ Belanja bahan habis pakai material laboratorium _ 

_ Belanja bahan habis pakai material besi __ 

_ Belanja bahan habis pakai material tenun dan jahit _ 

_ Belanja bahan kelengkapan teknisi Las dan Bor _ 

_ Belanja bahan kelengkapan pertukangan _ 

_ Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin 

_ Belanja bahan kelengkapan teknisi kelistrikan _ 

_ Belanja bahan pengharum ruangan _ 

Belanja bahan pelumas _ 

Belanja Bahan/Material ___ 

_ Belanja bahan baku bangunan _ 

Belanja bahan/bibit tanaman _ 

Belanja bahan obat-obatan ____ 

Belanja bahan kimia _ 

_ Belanja tas kegiatan _ 

Belanja bahan logistik rumah tangga _ 

Belanja Plakat, Souvenir dan Figura _ 

Belanja dekorasi _ 

_ Belanja dokumentasi _ 

^ Belanja kelengkapan olah raga _ 

_ Belanja bahan specimen ____ 

_ Belanja bahan pakan Lemak _ 

Belanja bahan publikasi _ 

Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara _ 

Belanja bahan pupuk _ 

Belanja bahan pestisida _ 

_ Belanja Sarana Penunjang Perikanan _ 

_ Belanja Jasa Kantor _ 

Belanja jasa telepon _ 

_ Belanja jasa air _ 

_ Belanja jasa listrik _ 

Belanja berian fyanan surat kabar j majalah _ 

Belanja jasa kawat / faksimili / internet _ 

_ Belanja jasa paket / pengiriman _ 

Belanja jasa sertifikasi _ 

Belanja Jasa Transaksi Keuangan 
Belanja jasa administrasi pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan] 

Bermotor ___| 

^ Belanja Jasa Publikasi _ 

_ Belanja jasa Service peralatan dan perlengkapan kantor _| 

_ Belanja jasa administrasi peserta _ 

_ Belanja jasa perawatan kesehatan __| 

_ Belanja jasa analisis di laboratorium _ 

Belanja jasa dekorasi _ 

Belanja jasa Administrasi Pimpinan/Ajudan _ 

Belanja jasa administrasi kantor/Administrasi Pengelola 

Keuangan/Operator Kolnputer/Outsourching /Tenaga Lainnya _ 

Belanja jasa keamanan kantor __ 

_ Belanja jasa kebersihan kantor _ 

_ Belanja jasa Petugas lainnya ____ 

Belanja jasa Petugas Pertamanan, Pemakaman, Pasar, Listrik PLTD dan 

PJU _ 

_ Belanja jasa Petugas Pemadam Kebakaran _ 

Belanja Jasa Tenaga Sistem Informasi/Teknis 

Informatika/Programmer/Aplikasi Komputer dan Komunikasi _ 

Belanja Jasa Tenaga Kesehatan _ 

Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 


Belanja Jasa Penunjang Kegiatan/Operasional Program 

Kemasyarakatan 

Belanja Jasa Petugas Speed Boad Patroli, Kapal Feny, Bus Air dan Tug 
Boat _ 

Belanja Jasa Petugas Siak TV dan Radio Penyiaran Kabupaten (RPK) 

Belanja Jasa Instruktur Senam _ 

Belanja Jasa Petugas Pelaksana U PTP S PAM 

Belanja Jasa Petugas Kebersihan, TPA (BHL), Peralatan dan 
Perbengkelan Alat Berat, Venue Olah Raga, Situs Peninggalan 

Bersejarah dan Objek Wisata _ 

Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kantor/Tenaga Lainnya (SK Bupati 
Siak) 

Belanja Jasa Tenaga Kesejahteraan dan Rehabilitasi Sosial __ 

Belanja Jasa Program Pemberdayaan Kampung (PPK) 

- Belanja Premi Asuransi 

Belanja Premi Asuransi Kesehatan _ 

Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah ___ 

_ Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Kerja Non PNS 

Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS _ 

Belanja Premi Asuransi Kematian Non PNS ] 

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 
Belanja Jasa Service kendaraan bermotor 
Belanja Penggantian Suku Cadang kendaraan bermotor 
_ Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas kendaraan bermotor 
Belanja Jasa KIR kendaraan bermotor 
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Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 


Belanja Jasa Konsultansi Pe 


Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 





Belanja beasiswa tugas belaiar S2 


Belanja beasiswa tugas belajar S3 


Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 


Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan 




Belanja Kepesertaan 


Belanja Hibah Bar 



Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat 
5.2.2.27.02 [Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 


172.080.000,00 

172.080.000,00 

0,00 


8.198.754.000,00 

8,198.754.000,00 

0,00 


6.415.603.200,00 

6.415.603.200,00 

0,00 











































































































































































































































































































































































































































































































KODE 

RJSKSNING URAIAN 

SEBELUM 

PERGESERAN/ PERUBAH 
AN 

5.2.3.10.04 Belania modal pengadaan mesin fotocoov 

75.000.000.00 


BERTAMBAH / 
(BERKURANG) 


I H Ml 1IM 

IBEHEIEMi 


5.3.3.10.14 

5.2.3.10.15 


IRS92H 



Belanja modaj pengadaan tabung pemadam kebakaran 


Belanja modal pengadaan peralatan audio visual 


Belanja modal pengadaan alat 


Belanja modal pengadaan alat 


Belanja modal pengadaan genset 


Belanja modal pengadaan peralatan Pack 


adaan tenda dan 


Belanja modal 


adaan brankas 


Belanja modal pengadaan filling kabinet 




5.2,3.11.04 
S.2.3.11.06 





HMIIM t 

«■C 

LLgjjJUJMt 


5.2.3.12.03 

5.2.3.12.04 


5.2.3.12.05 

5.2.3.12.06 




i modal pengadaan penyekat ruangan 


i Modal Pengadaan Komputer 


a modal pengadaan komputer mainfram e /server 


a modal 


a modal pengadaan komputer note book 


a modal pengadaan primer 


daan monitor/display 
J CPU 


adaan peralatan jarin 


Belanja modal pengadaan Software /aplikasi komputer 


Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 


Belanja modal 


Belanja modal 


rarasraajjaa 


I cmmi 

|E£XSHZIHH __ 

|| I b HM I H ' 11 Ul. f . ' ,Ml . ' J LJ ,11.1 1' ., ^ 
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Belanja modal 


Belania modal 


I Kg m 


rak buku / rak tv 


mno 


daan perabot 


Mebeulair Sekolah 


.U.l l.ll U.iM.P , I.I Ji U.'.U.TJ 1.IH 1 


jaSM 


5.2.3.14.04 Belanja modal pengadaan dispenser _ 

5.2.3.15 _ Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tan 

5.2.3.15.01 Belania modal pengadaan lampu hias 


5 2.3.16 03 
5-2.3.16-04 


Belanja modal 
Belania modal 




I mni 


5.2.3.19.15 

5.2.3.19.26 


Belania Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 


ngadaan faximili 


Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 


Belanja modal pengadaan alat uji emisi 


Belanja modal 


Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 


Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum 


Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran 


Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran bedah 


Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran rawat darurat 


Belanja modal 


Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 


Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi 


Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium fbika/geologi/geodesi 


IemhimB 

■ESEEMi 


Belania modal 


Belanja Modal 


Belanja modal 


Belania Modal 


Belanja modal 


Pengadaan Konstruksi Jalan 


prgktik sekolah 


Konstruksi Jarin 


j konstruksi 




Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 


Belanja modal pengadaan konstruksi reservoir 


Belanja modal pengadaan kontruksi bangunan pengaman tebing sungai 


Belanja modal pengadaan kontruksi 


Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan kolam dan sejenisnya 


Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Tele 


Belanja Modal 




5.2.3.26.02 

5.2.3.26.03 


Belanja modal 
Belanja modal 


adaan 


Pengadaan 


ngadaan 


ngadaan 


daan 


Instalasi Listrik dan Tele 


instalasi listrik 


Konstruksi/Pembelian Bangunan 


konstruksi/pembelian gedung kantor 


konstruksi/pembelian rumah jabatan 


konstruksi/pembelian rumah dinas 


5,2.3.26.09 


5.2.3.26.11 

5.2.3.27 


Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan Bersejarah 

fasilitas umum 


Belania modal 


Belanja modal 
Belanja Modal 






pengadaan 

Pengadaan 


adaan 


konstruksi ban 


Jeijak _ 

Buku / Kepustakaan 


buku ilmu 


5.2.3.27.25 

5.2.3.28 


Belanja modal pengadaan peta / atlas / globe _ 

Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebuda 


seni dan barang bersejarah khusus 


Belanja Modal Pengadaan Rambu l Plan 


lumcaME 


rumah tangga 


rumah tan 


1.329.114.000,00 








193.999.925,00 
311.974.925,00 


HEEZ321I 


rm mmn 


1.481.700.000,00 

10 . 000 . 000,00 



B3E523S22E3( 

M22E2E3II 


m'mm n 


■E— 




3.678.400.000,00 


mzsmzmi 

BESElSBBGai 

mmmwj u 


mmmm m 

ami 


S.462.474.300,00 


inrT7ir^tiixiiii m 


77.250.000,00 


57.970.000,00 

57.970.000,00 


23C2EZ321I 


1.481.700.000,00 

10 . 000 . 000,00 


1.554.000.000,00 





HZHEEnEZIll 












































































































































































































































































































































































































































































































































































KODE 

REKENING 

URAIAN 

SEBELUM 

PERGESERAN/ PERUBAH 
AN 

SETELAH 

PERGESERAN/PERUBAH 

AN 

BERTAMBAH / 
(BERKURANG) 

KETERANGAN 



■ HBB 


B 

B 



fl^MIMI IIIIIIIIIIIII 

I^HIII ... II: 

0,00 







B 

6 




m 

B 

6.1 



—— 

0,00 


6.1.1 




0,00 


6.1.1.04 




OjOO 


6.1.1.04.12 

Penghematan lainnya 


■ram 

0,00 





I 

0,00 



Pembiayaan Ifetto 

— H 11 '| i I 

^^■1 II II 1 1 

6,00 














6.3.1.01.01 

Slaa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 

INI '«III 

111.290.8 80.893,8&) 

0,00 



BUPATI SIAK, 
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